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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memahami Kedudukan
Kerapatan Adat Nagari Berdasarkan Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagari di Nagari Lasi yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Nagari,
kemudian juga untuk menganalisis problematika yang terjadi dalam penerapan
perda tersebut. Perda ini adalah Perda yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan nagari di Sumatera Barat berdasarkan kesatuan masyarakat hukum

adat nagari yang hidup di Sumatera Barat selama ini.

Metode penelitian yang digunakan melibatkan penelitian lapangan,
dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Denganan mengeksplorasi efektivitas Perda Provinsi
Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dalam konteks hukum dan
sosial serta menilai peran Kerapatan Adat Nagari Lasi menggunakan prespektif

mashlahah mursalah .

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Penerapan Perda
Provinsi Sumateera Barat Nomot 7 Tahun 2018 tentang Nagari belum sepenuhnya
efektif, disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor hukum penegakan hukum,
sarana dan fasilitas, masyarkat dan budaya. Kedua, Peran Kerapatan Adat Nagari
Lasi dikaji menggunakan prespektif mashlahah mursalah harus melibatkan

pendekatan sosial dengan melihat dampak dan manfaat dari perannya tersebut.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Kerapatan Adat Nagari, Nagari Lasi



ABSTRACK

This research was conducted to understand the Position of Nagari
Customary Density Based on West Sumatra Regional Regulation Number 7 of 2018
concerning Nagari in Nagari Lasi which has been carried out by the Nagari
Government, then also to analyze the problems that occur in the application of the
regional regulation. This regional regulation is a regional regulation that regulates
the administration of the nagari government in West Sumatra based on the unity of

the nagari customary law community that has lived in West Sumatra so far.

The research method used involves field research, with a legal sociology
approach. Data was collected through observation, interviews, and documentation.
By exploring the effectiveness of West Sumatra Provincial Regulation Number 7 of
2018 concerning Nagari in a legal and social context and assessing the role of

Kerapatan Adat Nagari Lasi using the mashlahah mursalah perspective.

The results of this study concluded: First, the implementation of the West
Sumatra Provincial Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari has not been
fully effective, due to several factors such as legal factors of law enforcement,
facilities and facilities, society and culture. Second, the role of Kerapatan Adat
Nagari Lasi studied using the mashlahah mursalah perspective must involve a

social approach by looking at the impacts and benefits of its role.

Keywords: Regional Regulation, Nagari Customary Density, Nagari Lasi
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MOTTO

”Orang Tuaku Mulia Karena Menurunkanku dari Langit ke Bumi,

Guruku Mulia Karena Menaikkanku dari Bumi ke Langit”

-Iskandar Dzulkarnain-
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa yang lain. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan
Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan
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A. Konsonan Tunggal

Huruf
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Arab
tidak
\ Alif tidak dilambangkan
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< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
a Jim J Je
ha (dengan titik di
z Ha’ H
bawah)
d Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
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J Ra’ R Er

D Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)

de (dengan titik di
o= Dad D
bawah)
b Ta’ T te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di
L Za’ Z
bawah)

& ‘Ain ¢ koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge

- Fa’ F Ef

3 Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

Jd Lam | | ‘el

2 Mim M ‘em

o Nun N ‘en

g Waw W w

° Ha’ H Ha

s Hamzah ¢ Apostrof

@ Ya’ Y Ye




B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

XS ditulis muta’addidah

Y ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

ks ditulis hikmah

S ditulis ‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h

BEPNERES ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammabh,

maka ditulis t atau h

kil 585 ditulis Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

1. S— Fathah ditulis A
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1 Kasrah ditulis I
3. - Dammah ditulis U
E. Vokal Panjang
Fathah + alif A
1. ditulis
S| TVEN Istihsan
Fathah + ya’ mati A
2. ] ditulis
| Unsa
Kasrah + ya’ mati I
3. ditulis
& sladl al- ‘Alwani
Dammah + wawu mati U
4. ditulis
asle ‘Ulim
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ai
1. ditulis
P Gairihim
Fathah + wawu mati Au
2. ditulis
Js8 Qau

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

Al

ditulis

a’antum
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e ditulis u’iddat
A3 S Y ditulis la’in syakartum
H. Kata Sandang Alif+Lam
Bila diikuti huruf Qamariyyah
Ol A ditulis al-Qur’an
okl ditulis al-Qiyas

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan

menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)nya

Akl ditulis ar-Risalah
eluaill ditulis an-Nisa’
I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya
IV Jal ditulis Ahl ar-Ra’yi
sludll Jal ditulis Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
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Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.
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sebagainya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau-pulau dan lautan yang luas
dengan keanekaragaman suku dan budaya. Salah satu keanekargaman suku
bangsa tersebut yaitu etnis Minangkabau yang sebagian besar masyarakatnya
menempati wilayah Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau memiliki adat
istiadat yang berlandaskan syariat Islam dengan adat yang khas hal ini dapat
dilihat dari penerapan sistem matrilineal yang mereka anut.

Sebelum Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, para Datuk/Ninik
Mamak di Sumatera Barat sudah menjalankan sistem kesatuan hidup daerah
dalam bentuk nagari. Nagari merupakan kesatuan hukum adat yang punya
wilayah ulayat sendiri, punya anak kemenakan dan punya struktur
pemerintahan secara adat. Selain adat dan islam yang menjadi identitas dari
Minangkabau, identitas Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari sejarah
panjang dari sistem negara dan bangsa di Indonesia.t

Nagari dahulu merupakan pembagian wilayah administratif sesudah
kecamatan di Sumatera Barat. Istilah Nagari menggantikan desa atau kelurahan
yang digunakan pada daerah lain di Indonesia. Berdasarkan asal usul dan adat

istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

1 A. A. Navis, Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau,
(Jakarta: Grafiti Pers, 1984)



Kesatuan Republik Indonesia, nagari adalah kesatuan masyarakat hukum
dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat.

Istilah nagari pernah hilang dari kehidupan masyarakat Minangkabau
pada masa Orde Baru setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1979 tentang pemerintahan desa. Kehilangan nagari dalam masyarakat
Minangkabau, = menimbulkan penyelewengan nilai dalam masyarakat
Minangkabau. penyelewengan nilai-nilai yang malah mengaburkan jati diri
masyarakat adat Minangkabau dengan falsafah adat basandi syarak, syarak
basandi kitabullah.?

Namun, saat era reformasi pada Tahun 1997 terjadi perubahan
paradigma pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik. Diantara perubahan
paradigma pemerintahan adalah pengakuan dan penghormatan negara terhadap
kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, seperti
ditegaskan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang’.

Indonesia sebagai daerah otonom mengeluarkan peraturan baru

tentang otonomi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

2 Nelmaya. Kembali ke Nagari Rekontruksi Masyarakat: Adat Basandi Syarak, Syarak
Basandi Kitabullah. (Studi Aplikasi Dan Formulasi Perda Pemerintahan Sumatera Barat No 9 Tahun
2000). Vol 11, No. 1 (2010): Januari -Juni 2010, hlm. 86



Pemerintahan Daerah. Peraturan ini memberikan Provinsi Sumatera Barat
kewenangan untuk mengatur daerahnya termasuk dalam penamaan dan sistem
pemerintahan di tingkat nagari, dalam rangka memulihkan pemerintahan
Nagari, Pemerintah Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari. Dalam peraturan
daerah tersebut disebutkan dengan jelas bahwa Pemerintahan Nagari
“dianggap telah efektif memulihkan masyarakat Adat Minangkabau yang
demokratis dan berbudaya”, bertindak sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama
yang tertuang dalam filosofi tradisional basandi syarak, syarak basandi
kitabullah. Bagi masyarakat adat Minangkabau, falsafah adat basandi syarak
tradisional, syarak basandi kitabullah adalah pedoman hidup yang memberi
makna pada keseimbangan, disadari atau tidak, telah dihancurkan oleh sistem
pembangunan dan pemerintahan yang terpusat®.

Pada Tahun 2004 Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 mengganti Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah dari mulai Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota termasuk Desa sebagai lembaga
pemerintah terkecil di bawahnya®. Ketentuan Pokok Peraturan Daerah
Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Nagari mengatur lebih lanjut perpindahan dari desa ke nagari. Dengan adanya

peraturan daerah tersebut, juga tidak seluruh kabupaten/kota di Provinsi

% Ibid

% Rezi Siska Syafitri, Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Tanjung
Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2018 Tentang Nagari, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020) hlm. 2



Sumatera Barat mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Sumbar Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.

Kemudian diperbaharui dengan peraturan daerah Sumatera Barat
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Setelah diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan kesempatan kepada daerah
untuk membentuk pemerintahan sendiri berdasarkan adat istiadat setempat.
Dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Nagari, menjelaskan bahwa “Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu,
memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara
musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasar filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’-Syarak Basandi
Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam
wilayah Provinsi Sumatera Barat.”®

Pasal 5 dan 6 Perturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2018 tentang Nagari, telah menjalaskan bahwa; Kelembagaan Nagari
terdiri atas: Kerapatan Adat Nagari, Pemerintahan Nagari dan Peradilan Adat
Nagari. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah
lembaga permusyawaratan tertinggi yang ada pada setiap nagari dalam
penyelenggaraan pemerintahan nagari, yang keanggotaannya terdiri dari: 1.

Perwakilan niniak mamak, 2. Unsur alim ulama, 3. Unsur cadiak pandai, 4.

® Peraturan Daerah Provnsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 2



Unsur bundo kanduang, dan 5. Unsur parik paga dalam Nagari yang
bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari.

Keangotaan KAN yang dipilih dari setiap unsur yang ada dalam
budaya Minangkabau membuat sistem pemerintahan nagari menjadi sistem
pemerintahan yang demokratis. Setiap aspirasi dapat tersampaikan melalui
perwakilan dari setiap unsur yang ada di dalam masyarakat sehingga
pemerintah nagari dapat membuat kebijakan yang tepat guna memecahkan
persoalan yang ada dalam masyarakat karena memang nagari adalah sebuah
“republik kecil” yang berbasis pada masyarakat. Karena itu seorang wali nagari
tidak dapat membuat sebuah keputusan ataupun kebijakan dengan dengan
otoriter karena begitu kuatnya kontrol sosial dari bawah.®

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagari, dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari
mempunyai tugas sebagai berikut’:

a. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;

b. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan

c. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Namun, pelaksanaan tugas KAN diatas masih belum dilaksanakan
oleh KAN Lasi yang menjadi salah satu nagari di Kabupaten Agam, karena

adanya Perda Kabupaten Agam yang mengatur lembaga untuk melaksanakan

6 Zaili Rusli, Afdhal Prima. Sistem Pemerintahan Nagari (Studi pada Nagari Padang
Magek Kabupaten Tanah Datar), Jom FISIP Vol 1 No. 2 Oktober 2014, him. 3
7 Peraturan Daerah Provnsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 7



tugas tersebut, lembaga yang menggantikan KAN Lasi adalah Badan
Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) yang diatur dalam Perda Kabupaten
Agam Nomor 5 Tahun 2019. Dalam Pasal 1 angka 13 yang menjelaskan bahwa
“Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan
ditetapkan secara demokratis”.

Dalam Pasal 3 Bamus Nagari mempunyai beberapa tugas, yaitu: a.
menggali, menampung, mengelola, menyalurkan, aspirasi masyarakat; b.
menyelenggarakan musyawarah Bamus Nagari; c¢. menyelenggarakan
musyawarah Nagari; d. membentuk panitia pemilihan Wali Nagari; e.
menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Wali Nagari
antar waktu; f. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari
bersama Wali Nagari; g. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja
Walinagari; h. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari; i. menciptakan hubungan kerja ang harmonis dengan
Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan j. melaksanakan tugas lain
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua kelembagaan tersebut bertujuan untuk memberikan hubungan
baik antara Pemerintahan Nagari dengan masyarakat Nagari dengan tujuan
untuk tercapainya partisipasi masyarakat yang baik untuk membangun dan
mampu menyejahterakan masyarakat di Nagari. Begitu sebaliknya jika

hubungan antara Pemerintahan Nagari dengan masyarakat Nagari tidak baik



maka akan menimbulkan adanya hambatan pembangunan Nagari dan
ketidakpedulian masyarakat terhadap pembangunan kesejahteraan Nagari.
Meski demikian, peran KAN sebagai lembaga adat yang menjaga
nilai-nilai tradisional dan memastikan pemerintahan nagari tetap berjalan
sesuai dengan adat istiadat masih sangat penting. Hal ini sesuai dengan konsep
yang diberikan oleh Abdul Wahab, beliau mengemukakan beberapa syarat
penerapan dalam mengamalkan konsep mashlahah mursalah antara lain:
Pertama, dengan wujud mashlahah (haqiqi) yang sebenarnya, bukan
kemashlahatan yang semu, artinya penetapan dari hukum syara’ itu dalam
kenyataan yang benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak marabahaya.
Kedua, berupa mashlahah yang umum, bukan kepentingan pribadi, melainkan
untuk kepentingan orang banyak. Ketiga, tidak bertentangan dengan hukum
yang ditetapkan oleh nash (Al Quran dan Hadits) dan kesepakatan para ulama®,
Sedangkan menurut al Ghazali, hakikat dari mashlahah mursalah
adalah Pertama, sesuatu yang secara nalar baik, mengingat dapat
mendatangkan kebaikan bagi manusia atau menghindarkan keburukan. Kedua,
apa yang masuk akal dan konsisten dengan tujuan pembuatan hukum syariah.
Ketiga, apa yang masuk akal dan konsisten dengan tujuan hukum syariah.
Tidak ada arahan syariah khusus yang menolaknya, dan tidak ada arahan

syariah yang mengakuinya.®

8 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam, ter. Faiz el Muttagin
(Jakarta: Pustaka Amani, Cet. 1 2003), hlm. 113

® Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),,
hlm. 356



Berdasarkan uraian tersebut penulis berfokus meneliti mengenai
kedudukan, wewenang dan tugas Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Lasi.
Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang “Kedudukan Kerapatan Adat
Nagari di Kenagarian Lasi Kabupaten Agam Berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti

merumuskan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Lasi,
Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berdasarkan
Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ?

2. Bagaimana Peran Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Lasi, Kecamatan
Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat perspektif maslahah

mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan
penelitian sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Mengetahui dan mendiskripsikan kedudukan Kerapatan Adat Nagari di
Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

tentang Nagari.



b. Mengetahui dan mendiskripsikan Peran Kerapatan Adat Nagari di
Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
perspektif maslahah mursalah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan
tentang kedudukan kerapatan adat nagari di Nagari Lasi, Kecamatan
Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berdasarkan Peraturan
Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Peneliti
juga berharap hasil penelitian ini bisa menjadi bahan penelitian bagi
mahasiswa khususnya hukum tata negara yang ingin mengkaji serta
memahami lebih dalam mengenai kedudukan Kerapatan Adat Nagari
berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagari.

b. Secara praktis penelitian ini memberi pengetahuan untuk pembaca
dalam membentuk landasan bagi pengembangan pengetahuan dan

pemahaman yang mendalam dalam bidang hukum.

D. Telaah Pustaka

Salah satu tahap penting dalam penyusunan penelitian ini adalah tahap telaah
pustaka. Peneliti telah melakukan telaah pustaka pada beberapa penelitian yang
telah dilakukan sebelumnya dengan tema yang serupa dengan penelitian yang
peneliti lakukan. Telaah pustaka ini bertujuan untuk membandingkan dan juga

sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.
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Terdapat beberapa literatur berupa skripsi dan jurnal yang peneliti
dapatkan yang berkorelasi dengan tema atau pembahasan yang sedang peneliti
lakukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang disusun oleh Kevin Kistiand Putra, dari Fakultas
Hukum Universitas Andalas dengan judul “Problematika Implementasi
Peratura Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Nagari”!? Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa eksistensi Peraturan
Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari berkedudukan
sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam membentuk peraturan daerah
tentang nagari. Sebelum diimplementasikannya Peraturan Daerah Sumatera
Barat Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana mestinya, dikarenakan: standar dan
tujuan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
tidak adanya sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, kondisi
sosial politik mengharuskan dilaksanakannya pemerintahan nagari secara
demokratis dan transparan, pemerintah kabupaten/kota kurang memberikan
respon terhadap kebijakan tersebut. Konsep kebijakan yang diusulkan
Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018. Hambatan dalam
penerapan peraturan daerah disebabkan karena peraturan perundang-undangan
yang terkandung dalam peraturan daerah tidak semuanya sejalan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih baru. Perbedaan konsep kebijakan

10 Kevin Kistiand Putra, “Problematika Implementasi Peratura Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari”, Tesis (Padang: Magister [lmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2023).
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yang diusung oleh Pemerintah Sumatera Barat, ditambah dengan lemahnya
kewenangan atau dukungan hukum dari Pemerintah kabupaten/kota,
berkembangnya budaya populer di kalangan masyarakat Sumatera Barat,
budaya memerintah melalui nagari menjadi sasaran permasalahan terhadap
perubahan dan pertumbuhan yang selaras dengan persyaratan supremasi
hukum, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan nagari.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Hazmul Fajri, dari Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Otoritas
Tradisional Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Perda Provinsi Sumatera
Barat No. 7 Tahun 2018 (Perspektif Siyasah Syari’iyyah)”*! Hasil dalam
penelitian ini menjelaskan bahwa lembaga Kerapatan Adar Nagari sebagai
lembaga permusyawaratan tertinggi dalam nagari memiliki peran yang sangat
penting dalam proses berjalannya pemerintahan nagari, disamping itu lembaga
Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat nagari.
Karakteristik lembaga dalam pemerintahan nagari memiliki kesamaan dengan
lembaga Ahlu al-Halli wa al-Aqdi. Dimana lembaga Kerapatan Adat Nagari ini
memiliki beberapa otoritas terhadap kekuasaan eksekutif.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Rezki Siska Syafitri dari Fakultas

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan

1 Hazmul Fajri, “Otoritas Tradisional Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Perda Provinsi
Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 (Perspektif Siyasah Syari’iyyah)”, Skripsi (Yogyakarta: Hukum
Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).
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judul “Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Tanjung Alam
Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.”'? Hasil dalam penelitian ini
menjelaskan bahwa Pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) di
Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar selama ini belum berhasil
dan tidak sempurna karena (I) tidak dilaksanakannya hal tersebut antara lain;
(I) Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ikut mengawasi pelaksanaan
pemerintahan nagari dengan kapalo nagari; (I1I) Kerapatan Adat Nagari (KAN)
tidak ikut membahas rancangan peraturan tentang anggaran dan pendapatan
nagari, KAN hanya memberikan masukan. Faktor penghambat kegiatan
tersebut adalah, (i) kurangnya pemahaman anggota Kerapatan Adat Nagari
(KAN) mengenai tugasnya, (ii) pola komunikasi yang kurang efektif.
Keempat, Jurnal yang disusun oleh Jefry, Emrizal, dan Siska Elasta
Putri, dengan judul “Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasah Dusturiyah.”*® Jurnal
tersebut menjelaskan tentang setelah lahirnya Peraturan Daerah telah dimulai
dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 namun belum mencakup seluruh
hal yang berkaitan dengan bagiannya dari KAN. Terbitnya Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2018 menegaskan kembali bagian-bagian KAN yang meliputi

12 Rezki Riska Safitri, “Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Tanjung
Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2018 Tentang Nagari ”, Skripsi (Riau: [lmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020).

13 Jefry, dkk, “Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat
Nagari Prespektif Siyasah Dusturiyah”, Jurnal Integrasi llmu Syari’ah, Volume 3 (2) (Mei-Agustus
2022), hlm 321-331.
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Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak pandai, Bundo kanduang, dan Parik paga
Nagari. Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Nagari memberikan peluang untuk itu daerah membentuk desa (pemerintahan)
berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul penduduk setempat satuan
masyarakat hukum adat. Pandangan fiqih Siyasah Duturiyah dimana tugas dan
fungsinya KAN tidak menyimpang dari aturan Figh yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Kelima, Jurnal yang disusun oleh Windra Purnama dan Ria Ariany
dengan judul “Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Adat Dalam Tata Kelola
Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung.”'* Jurnal tersebut menjelaskan tentang
penerapan fungsi lembaga adat yang berada di nagari Kecamatan Lubuk
Basung telah beransur meningkat. Lembaga adat juga menjalankan fungsinya
sebagai pemberi pedoman, penjaga keutuhan masyarakat serta telah melakukan
pengontrolan sosial terhadap masyarakat, walaupun hal itu masih harus
dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan.

Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara beberapa telaah

pustaka dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti:

No | Nama Judul Tahun | Perbedaan | Persamaan
Penulis terbit
1 Kevin Problematika | 2023 Fokus Jenis
Kistiand Implementasi bahasan penelitian
Putra Peratura pada
Daerah eksistensi

14 Windra Purnama dan Ria Ariany, “Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Adat Dalam Tata
Kelola Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung”, Wajah Hukum, Volume 6 (2), (Oktober 2022), hlm.
401-409.
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Provinsi implementa
Sumatera s Perda
Barat Nomor Sumbar
7 Tahun 2018 No.7 Thun
Tentang 2018
Nagari.
Hazmul Otoritas 2022 | Fokus Jenis
Fajri Tradisional bahasan penelitian dan
Kerapatan pada teknik
Adat Nagari lembaga pengumpulan
(KAN) Kerapatan data.
Dalam Perda Adat Nagari
Provinsi memiliki
Sumatera kesamaan
Barat No. 7 karakteristik
Tahun 2018 dengan ahlu
(Perspektif al halli wa
Siyasah al aqdi
Syari’iyyah). dengan
perspektif
siyasah
syar iyyah
Rezki Pelaksanaan | 2020 | Fokus Jenis
Riska Tugas bahasan penelitian dan
Safitri Kerapatan pada peran | teknik
Adat Nagari tugas pengumpulan
di Kerapatan data.
Kenagarian Adat Nagari
Tanjung yang belum
Alam sempurna di
Kabupaten Kenagarian
Tanah Datar Tanjung
Berdasarkan Alam.
Peraturan
Daerah
Provinsi
Sumatera
Barat Nomor
7 Tahun 2018
Tentang

Nagari
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Jefry, dkk | Peraturan 2022 | Fokus Jenis
Daerah No 7 bahasan penelitian
Tahun 2018 pada
Tentang pelaksanaan
Nagari peran dan
Perihal tugas
Kerapatan Keraapatan
Adat Nagari Adat Nagari
Perspektif tidak
Siyasah menyimpan
Dusturiyah. g dari figh
dengan
perspektif
siyasah
dusturiyah.
Windra Analisis 2022 Fokus Pendekatan
Purnama | Penerapan bahasan penelitian dan
dan  Ria | Fungsi pada teknik
Ariany Lembaga penerapan pengumpulan
Adat Dalam fungsi data.
Tata Kelola lembaga
Pemerintah adat  yang
Kecamatan berada  di
Lubuk Kecamatan
Basung. Lubuk

Basung.
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E. Kerangka Teoretik

Teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk
menunjukkan kerangka berfikir yang tersusun secara sistematis dan rasional
adalah Teori Implementasi dan Teori Efektivitas
1. Teori Efektivitas Hukum
Teori efektivitas hukum adalah teori yang menunjukkan tingkat
keberhasilan atau tingkat pencapaian suatu tujuan berdasarkan seberapa
banyak tujuan yang berhasil dicapai, apabila banyak tujuan yang dicapai
maka hal tersebut dapat dikatakan efektiv. Dalam hal ini, teori efektivitas
hukum dapat diartikan sejauh mana hukum tersebut mencapai tujuannya.
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektivitas hukum
tersebut dapat dilihat keefektivannya melalui 5 (lima) faktor, yaitu:®
a. Faktor hukumnya itu sendiri (peraturan atau undang-undang),
b. Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membentuk ataupun
yang menerapkan hukum.
c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, ialah
perangkat lunak seperti pendidikan dan perangkat keras seperti kertas,
mesin tik dan lain sebagainya yang berbentuk sarana fisik yang

bertujuan untuk memperlancar penegakan hukum.

15 Soerjono Soekanto, Faktpr-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: PT
Raja Grafindo Persada, 2022), him. 8
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d. Faktor masyarakat, ialah kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hal
tersebut berpengaruh terhadap efektiv atau tidaknya suatu hukum
tersebut di lingkungan masyarakat.

e. Faktor kebudayaan, ialah menetapkan peraturan dalam hal apa yang
harus dilakukan dan yang dilarang dalam berhubungan dengan orang
lain baik dari segi perilaku maupun tindakan.

Kelima faktor ini saling berkaitan satu sama lain dan menjadi
tolak ukur dalam menilai efektiv atau tidaknya suatu hukum dalam
masyarakat. Sehingga tidak jarang dalam mengimplementasikan sutau
hukum terdapat beberapa hal yang mempengaruhi terhadap
keefektivitasannya.

2. Mashlahah Mursalah

Mashlahah Mursalah merupakan kalimat yang terdiri dari dua
kata yaitu mashlahah (islax) berasal dari kata ashlaha (7<) dengan
penambahan “alif” yang memiliki arti kata “baik” lawan kata dari
“buruk” dan “rusak”. Dalam bentuk mashdarnya shalaah (z>-<) yang
berartikan “manfaat”. Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti
“perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan”.

Kata yang kedua al-mursalah (3= _<l') adalah isim maf ul (objek)
dari fi il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga
huruf), yaitu J=), dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya,
sehingga menjadi J~_). Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”,

atau dalam arti 48llas (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila
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dihubungkan dengan kata mashlahah maksudnya adalah “terlepas atau
bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya
dilakukan”

Abdul Wahab, beliau mengemukakan beberapa syarat penerapan
dalam mengamalkan konsep mashlahah mursalah antara lain: Pertama,
dengan wujud mashlahah (haqiqi) yag sebenarnya, bukan kemashlahatan
yang semu, artinya penetapan dari hukum syara’ itu dalam kenyataan
yang benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak marabahaya.
Kedua, berupa mashlahah yang umum, bukan kepentingan pribadi,
melainkan untuk kepentingan orang banyak. Ketiga, tidak bertentangan
dengan hukum yang ditetapkan oleh nash (Al Quran dan Hadits) dan
kesepakatan para ulama'’.

Sedangkan menurut al Ghazali, hakikat dari mashlahah mursalah
adalah Pertama, sesuatu yang secara nalar baik, mengingat dapat
mendatangkan kebaikan bagi manusia atau menghindarkan keburukan.
Kedua, apa yang masuk akal dan konsisten dengan tujuan pembuatan
hukum syariah. Ketiga, apa yang masuk akal dan konsisten dengan tujuan
hukum syariah. Tidak ada arahan syariah khusus yang menolaknya, dan

tidak ada arahan syariah yang mengakuinya.8

6 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),

hlm.. 354

17 Abdul Wahab Khallaf, IImu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam, ter. Faiz el Muttaqin
(Jakarta: Pustaka Amani, Cet. 1 2003), hlm. 113
18 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),

hlm.. 356
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Berdasarkan pemaparan mengenai kerangka teoretik di atas, maka
tujuan peneliti menggunakan teori efektivitas hukum dan maslahah
mursalah adalah sebagai pisau dan parameter untuk mengetahui kedudukan
Kerapatan Adat Nagari saat diimplementasikannya Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini di Nagari Lasi, Kecamatan
Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan untuk
mengetahui apakah Peraturan Daerah ini telah mencapai tujuan-tujuan yang

diinginkan dalam praktik dilapangan.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai kedudukan Kerapatan Adat Nagari
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini
menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserach) yaitu pendekatan
masalah yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku dan dikaitkan
dengan pelaksanaan lapangan.'® Maksudnya penulis meneliti langsung pada
lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang masalah
penelitian.

Metode penelitian ini dianggap mampu membantu peneliti dalam
menemukan dan memahami problem akademik yang dijadikan latar

belakang dalam penelitian ini.

19 Sudarman Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 40.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dimana penelitian yang
digunakan dengan cara melihat fakta lapangan dan mengumpulkan data-
data, kemudian data-data tersebut disusun untuk memberikan gambaran
mengenai fakta yang ada

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini
adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum
merupakan pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah
yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan Kerapatan Adat Nagari di
Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Nagari.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di Kerapatan
Adat Nagari di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam,
Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan di Kerapatan Adat Nagari di Nagari
Lasi karena tempat penelitian ini sesuai dengan problem akademik yang
ingin di teliti oleh peneliti.

5. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu se-

bagai berikut:
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a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber asli
atau sumber pertama dalam penelitian.’® Sumber data primer pada
penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa perangkat
Kerapatan Adat Nagari dan Kapalo Nagari.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain,
maksudnya adalah data yang diperoleh bukan dari subyek utama
penelitian. Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa literatur-
literatur berupa buku, jurnal atau karya ilmiah lainnya. Data sekunder
tardiri dari:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri
dari Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau
risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-
undangan.?!
2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang

hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, terdiri dari

2 David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam
Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, (2021).
2 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47
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buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa
permasalahan hukum, jurnal-jurnal hukum.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan penelitan yang
diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya seperti Kamus
Besar Bahasa Indonesia yang berfungsi mendukung data primer
dan data sekunder

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu
sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mangajukan pertanyaan yang sudah direncanakan dan diajukan secara
lisan kepada subyek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan
metode wawancara dalam penelitian ini adalah beberapa perangkat
Kerapatan Adat Nagari dan Kapalo Nagari sebagai alternatif
penyelesaian perkara serta beberapa staff yang berwenang di lingkungan
Nagari Lasi.
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan serta menganalisis dokumen-dokumen, buku, jurnal

yang dianggap relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan dengan



23

metode dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pelengkap dari

penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui 3 tahap yaitu pertama reduksi data
dengan memilih mengelompokkan data yang didapat dari hasil wawancara,
observasi dan dokumentasi. Kedua, menyajikan data hasil penelitian dalam
bentuk deskriptif. Ketiga, penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis
menyajikan dan menyusun hasil penelitian serta melakukan verifikasi
pengelompokan data dan penyajian data dalam beberapa sub bab sesuai
kategori agar mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan hasil

penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami
kajian dalam penelitian ini. Peneliti membagi sistemakatika pembahasan ke
dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu berisi pendahaluan skripsi yang memuat latar
belakang masalah yang mengemukakan suatu hal yang melatar belakangi
penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan peneliatan,
telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian. Pembahasan ini bertujuan
untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan dan fokus penelitian yang akan
dilakukan.

Bab kedua, yaitu berisi tentang gambaran secara lengkap mengenai

teori yang berkaitan dengan teori keefektitas hukum dan mashlahah mursalah
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yang fokus pembahasannya meliputi pengertian, ruang lingkup, ciri-ciri
maupun segala aspek yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Bab ketiga, yaitu berisi tentang uraian mengenai Kerapatan Adat
Nagari terkait sejarah berdiri, fungsi dan Kerapatan Adat Nagari sebagai
lembaga peradilan adat menurut adat, struktur kepengurusan serta tugas dan
wewenang Kerapatan Adat Nagari di Nagari Lasi sebagai tempat penelitian
yang akan dilakukan.

Bab keempat, yaitu berisi tentang analisa kedudukan Kerapatan Adat
Nagari di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera
Barat berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagari. Kemudian dianalisis secara teoritik dengan teori
keefektifitasan hukum dan mashlahah mursalah. Sehingga dapat diketahui
eksistensi dari lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat yang
memiliki perlindungan hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan yang memuat
hasil penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah, kemudian saran
yang bertujuan untuk membantu dalam pengembangan penelitian selanjutnya

sebagai pelengkap dari penelitian in
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan

pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Kedudukan Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera
Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dalam perspektif efektifitas
hukum dianggap masih belum menjadi badan permusyawaratan tertinggi,
Dapat dilihat dari penerapan yang terjadi dimana badan permusyawartan
tertinggi masih dipegang oleh BAMUS, meskipun Perda sudah berjalan
cukup lama namun dalam penerapannya masih terhambat oleh beberapa
faktor. Seperti faktor penegakan hukum, keterbatasan sarana dan
prasarana, faktor masyarakat yang masih khawatir dan belum memahami
secara utuh terkait perda dan faktor kebudayaan yang mempengaruhi cara
pandang masyarakat terhadap sistem Kerapatan Adat Nagari yang sudah
ada dan belum siap untuk menerapkan peraturan yang baru.

Peran Kerapatan Adat Nagari Lasi dalam perspektif mashlahah mursalah
menunjukkan bahwa lembaga adat ini memainkan peran krusial dalam
menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat sambil mempertimbangkan
kemaslahatan masyarakat. Kerapatan Adat Nagari berfungsi untuk
melestarikan kearifan lokal, mengatur tata kehidupan sosial, dan
menyelesaikan sengketa secara adat, yang berkontribusi pada stabilitas dan

keharmonisan sosial. Dari sudut pandang mashlahah mursalah, Kerapatan

94
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Adat Nagari diakui sebagai instrumen penting dalam mengoptimalkan
kemaslahatan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dan
kepentingan lokal tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum

agama dan ketentuan negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti

memberikan saran yang dianggap diperlukan sebagai berikut :

1.

Bagi Pemerintahan Nagari Lasi agar ke depannya dapat melaksanakan
secara penuh Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 sebagai
acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar melakukan upaya
sosialisasi dan pendampingan yang komprehensif terhadap masyarakat
Nagari Lasi agar tidak terjadi mispersepsi terhadap penafsiran Perda No.7

Tahun 2018 ini di tengah-tengah masyarakat Nagari Lasi
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